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ABSTRAK 

Arzyika Zhilla Asjik 04020220054 : dengan judul “Perlindungan 
Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana 
Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Diplomatik” di bawah bimbingan  
(Pak Muhammad Fachri Said) selaku pembimbing ketua dan (Pak Zulkifli 
Muhdar) selaku pembimbing anggota.  

Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum 
yang diberikan kepada WNI pelaku tindak pidana di luar negeri, serta 
mengevaluasi fungsi perwakilan diplomatik dan konsuler dalam 
melaksanakan perlindungan tersebut. Fokus penelitian ini meliputi 
efektivitas instrumen hukum nasional dan internasional, termasuk Konvensi 
Wina 1961 dan 1963, UU Nomor 37 Tahun 1999, serta ratifikasi ICCPR dan 
CAT, dalam konteks perlindungan WNI. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan 
pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Data diperoleh 
melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional, 
dokumen resmi dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap warga negara yang 
melakukan tindak pidana di luar negeri dapat  dilakukan dengan 
perlindungan diplomatik dan perlindungan konsuler juga perlindungan dari 
instrumen instrumen hukum internasional dan nasional.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi 
warga negara di luar negeri dilakukan melalui diplomatik dan konsuler. 
Diplomatik berupa diplomasi antarnegara untuk menjaga hak warga tanpa 
mencampuri pengadilan, sedangkan konsuler berupa pendampingan 
langsung, seperti kunjungan tahanan dan akses bantuan hukum. Kedua 
bentuk ini saling melengkapi dalam melindungi warga negara. 

Rekomendasi penelitian ini menekankan Saran penelitian adalah 
agar pemerintah meningkatkan koordinasi antarperwakilan diplomatik dan 
menyiapkan fasilitas bagi warga negara untuk melaporkan dugaan 
pelanggaran di luar negeri. Langkah ini penting agar diplomasi berjalan 
efektif dan hak warga tetap dihormati. Selain itu, perwakilan konsuler perlu 
memperkuat pendampingan langsung, termasuk kunjungan, akses bantuan 
hukum, dan informasi kepada warga serta keluarga. Pemahaman warga 
negara mengenai hak konsuler juga perlu ditingkatkan melalui sosialisasi 
dan edukasi berkelanjutan agar mereka lebih siap dan terlindungi. 
Kata Kunci: Warga Negara, Perlindungan Hukum, Diplomatik dan 
Konsuler. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Isu perlindungan warga negara yang berada di luar negeri 

menjadi topik krusial dalam hukum internasional saat ini. Setiap negara 

berkewajiban menjaga keselamatan warganya, entah itu di dalam atau 

di luar batas wilayahnya sendiri. Kewajiban tersebut didukung oleh 

prinsip-prinsip fundamental hukum internasional, termasuk tanggung 

jawab negara, hak-hak asasi manusia, serta prinsip perlindungan secara 

umum. Namun, dalam penerapannya sehari-hari, upaya melindungi 

warga di luar negeri sering kali dihadapkan pada berbagai rintangan. 

Salah satu hambatan besarnya berkaitan dengan konsep kedaulatan 

negara dan aturan non-intervensi yang berlaku dalam hukum 

internasional.  

Meskipun negara-negara harus menghormati kedaulatan dan 

integritas teritorial negara lain, negara-negara memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan menjaga keamanan serta kesejahteraan warganya. 

Konvensi internasional dan kerangka hukum untuk menangani 

tantangan-tantangan ini telah berkembang sebagai akibat dari sejumlah 

kasus yang berkaitan dengan perlindungan orang di luar batas negara, 

seperti penculikan, penahanan tanpa dasar hukum yang memadai, dan 

pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar. Untuk lebih menjamin 

2

2

2

2

2
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keamanan warganya di luar negeri, negara-negara telah menciptakan 

berbagai instrumen diplomatik dan prosedur, layanan konsuler, serta 

langkah-langkah perlindungan lainnya. 1 

Setiap negara di dunia memiliki kedaulatan yang tidak dapat 

dicabut, yang harus dihormati baik oleh warganya sendiri maupun 

penduduk asing. Ketika masalah muncul yang memerlukan 

perlindungan dari negara asal bagi individu yang tinggal di luar negeri, 

prinsip ini dapat memperumit hubungan antara negara-negara lain dan 

penduduknya sendiri, meskipun upaya perlindungan tersebut masih 

sedang dilakukan. 2 

Sebagai perwakilan resmi suatu negara, diplomat bertugas 

melaksanakan tugas-tugas diplomatik, seperti memelihara hubungan 

internasional, mempertahankan kepentingan nasional, dan melindungi 

warga negara di luar negeri. Salah satu mekanisme kebijakan luar 

negeri yang penting bagi setiap negara adalah hubungan diplomatik. 

Kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi semakin 

mendorong negara-negara untuk bekerja sama. Negara-negara yang 

bersahabat umumnya memiliki kepentingan dan tujuan yang serupa 

untuk memperdalam hubungan mereka.3 

Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa 

ayat 135, perintah untuk menegakkan keadilan secara mutlak sejalan 

                                                
 1 Pipit Natalia, Perlindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri 

Berdasarkan Hukum Internasional Jurnal Nakula : Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu 
Sosial, (2)4, hlm. 194.  

 2 Ibid 
 3 Setyo Widagdo, Hanif Whidhiyanti, Hukum Diplomatik dan Konsuler, 

Malang: Bayu Media Publishing, hlm 56. 

2

8

23

30
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dengan pentingnya perlindungan hukum bagi setiap warga negara, 

termasuk mereka yang terlibat dalam kasus hukum di luar negeri. 

Surah An-Nisa' (4) Ayat 135: 

Yā ayyuhal-lażīna āmanū kūnū qawwāmīna bil-qisṭi shuhadā'a 
lillāhi wa lau 'alā anfusikum awil-wālidaini wal-aqrabīn; in yakun 
ghaniyyan au faqīran fallāhu aulā bihimā; falā tattabi'ul-hawā an 
ta'dilū; wa in talwū au tu'riḍū fa innallāha kāna bimā ta'malūna 
khabīrā. 

 
Terjemahannya :  

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, 
menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau 
ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya 
ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). 
Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 
menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-
kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah 
Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."  

      Negara tetap diwajibkan untuk menggunakan prosedur 

perlindungan diplomatik guna melindungi hak warga negaranya untuk 

mendapatkan persidangan yang adil, meskipun mereka terlibat dalam 

pelanggaran hukum di luar negara mereka. 

Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia sangat bertanggung 

jawab untuk melindungi warga negara Indonesia yang berada di luar 

negeri. Selain itu, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan 

Badan Hukum Indonesia, yang berada di bawah naungan Direktorat 

Jenderal Protokol, Konsuler, dan Kementerian Luar Negeri, memikul 

tanggung jawab penuh dalam mengelola berbagai elemen yang 

berkaitan dengan perlindungan tersebut. Ketentuan hukum 

internasional, terutama Pasal 3 Konvensi Wina tahun 1961, 

3

4

6

26

46
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menegaskan pentingnya elemen hukum dalam perlindungan ini. 

Konvensi ini menetapkan tanggung jawab untuk mewakili kepentingan 

negara asal, menjaga kepentingan warga negara negara tersebut, dan 

mendorong hubungan persahabatan antara negara pengirim dan 

negara tuan rumah. Proses diplomatik antara berbagai negara 

didasarkan pada artikel ini.4 

Melalui pengesahan beberapa perjanjian hukum internasional 

yang mengatur fungsi konsuler dan hak asasi manusia, Indonesia telah 

menunjukkan komitmennya untuk memberikan perlindungan diplomatik 

kepada warga negara Indonesia yang terlibat dalam kegiatan kriminal di 

luar negeri. Secara khusus, Indonesia memperkuat status diplomatiknya 

sebagai perpanjangan kedaulatan negara pada tanggal 6 Maret 1982, 

ketika menerima Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik 

melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982. Dalam hal ini, Pasal 3 

perjanjian tersebut menekankan betapa pentingnya melindungi 

kepentingan individu, terutama ketika terlibat dalam kejahatan lintas 

batas seperti perdagangan narkoba atau korupsi.5 

Lebih lanjut, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, 

yang disahkan pada tanggal 15 November 1983 melalui Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1983, mewajibkan negara asal untuk 

memberikan akses konsuler yang cepat kepada warganya yang terlibat 

                                                
 4 Tabita, Vensy Eli Maria. (2024). Perlindungan Terhadap Warga Negara 

Indonesia Di Luar Negeri Menurut Hukum Internasional. LEX ADMINISTRATUM 12(3). 
hlm. 2. 

 5 Konvensi Wina 1961, UU No. 1/1982 

1

1

9

10

28
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dalam proses pidana di yurisdiksi asing, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 36. Hal ini mencakup perlindungan hak atas bantuan hukum dan 

persidangan yang adil. Meskipun prinsip non-intervensi seringkali 

membuat hal ini sulit diterapkan dalam praktik, ratifikasi konvensi ini 

berfungsi sebagai landasan normatif bagi Kedutaan Besar dan Konsulat 

Jenderal Republik Indonesia untuk melindungi warga negara Indonesia 

dari pelanggaran yurisdiksi negara tuan rumah.6   

Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia bagi 

warga negara Indonesia yang terlibat dalam kegiatan kriminal di luar 

negeri telah diperkuat melalui ratifikasi Konvensi Internasional tentang 

Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pada tanggal 23 Februari 2006, 

melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, serta Konvensi 

Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, 

Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) pada 

tanggal 28 Oktober 1998 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. 

Hal ini mencakup hak atas persidangan yang adil sesuai dengan Pasal 

14 ICCPR dan larangan mutlak terhadap penyiksaan selama dalam 

tahanan sesuai dengan Pasal 7 CAT.7 

Dengan meratifikasi perjanjian-perjanjian ini, Indonesia menunjukkan 

komitmennya sebagai negara peserta untuk menghormati prinsip pacta 

sunt servanda, yang menyatakan bahwa perjanjian harus dipatuhi dan 

                                                
 6 Konvensi Wina 1963, Ratifikasi UU No. 1/1963. 
 7 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 16 

Desember 1966, 999 U.N.T.S. 171, Pasal 14, diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2005, 23 Februari 2006, 

1

7
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bahwa diplomasi merupakan sarana utama untuk menegakkannya. 

Namun, dalam praktiknya, proses ratifikasi seringkali tidak disertai 

dengan domestikasi yang komprehensif, seperti terlihat dari 

ketidakhadiran peraturan pelaksana untuk menangani kasus kriminal di 

luar wilayah yurisdiksi sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 26 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. Akibatnya, meskipun Indonesia telah 

terikat secara hukum oleh Konvensi Wina sejak 1983, warga negara 

Indonesia yang terlibat dalam kegiatan kriminal di luar negeri, seperti 

kasus narkotika di Malaysia, seringkali menghadapi pelanggaran hak 

konsuler mereka.8 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar 

Negeri, khususnya Pasal 14 hingga 16, merupakan peraturan utama 

yang mengatur masalah ini. Undang-undang ini menunjuk perwakilan 

diplomatik Indonesia, seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia 

(KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), untuk 

melindungi kepentingan warga negara Indonesia, termasuk 

memberikan bantuan hukum dalam kasus pidana. Peraturan Menteri 

Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara 

Indonesia di Luar Negeri digunakan untuk melaksanakan ketentuan-

ketentuan tersebut. Peraturan ini mengatur sejumlah langkah koordinasi 

antara Kementerian Luar Negeri, perwakilan diplomatik, dan lembaga 

terkait guna memberikan layanan konsuler, termasuk bantuan hukum 

                                                
 8 Laode, "Perlindungan Konsuler," 150-155, 
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dan kunjungan ke fasilitas penahanan. Selain itu, Pasal 26 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memungkinkan hukum pidana 

Indonesia diterapkan secara extrateritorial terhadap warga negara 

Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri, namun 

implementasinya masih memerlukan kerja sama diplomatik.9 

Melindungi warga negara suatu negara di luar negeri, terutama 

ketika mereka berada di luar negeri secara sementara, merupakan salah 

satu tanggung jawab utama hubungan diplomatik. Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, misalnya, 

mewajibkan, di antara hal-hal lain, agar semua warga negara Indonesia 

(WNI) yang berada di luar negeri dilindungi. Namun, mengingat 

kompleksitas yang luas dalam melindungi warga negara Indonesia di 

luar negeri, upaya berkelanjutan diperlukan untuk secara bertahap 

meningkatkan standar perlindungan tersebut, baik secara domestik 

maupun internasional.10 

Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang 

mengatur penerapan hukum pidana Indonesia terhadap warga negara 

Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri, memberikan 

landasan hukum tambahan. Selama tindak pidana tersebut diatur dalam 

ketentuan KUHP dan prosedur hukum tertentu diikuti, warga negara 

                                                
 9 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri 
 10 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Perlindungan WNI di Luar 

Negeri dalam Pandemi COVID-19: Perspektif Hukum Diplomatik (Ambon: FH Unpatti, 
n.d.), 1, accessed October 11, 2025. 

1
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Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri tetap tunduk 

pada hukum pidana nasional ini. Oleh karena itu, jika pelaku memenuhi 

persyaratan khusus yang tercantum dalam pasal tersebut, mereka 

masih dapat diadili berdasarkan hukum pidana Indonesia meskipun 

tindak pidana tersebut terjadi di luar batas wilayah negara.11 

Pada dasarnya, siapa pun yang berada di bawah yurisdiksi suatu 

negara secara otomatis terikat oleh hukum yang berlaku di sana. Warga 

negara asing tetap dilindungi oleh negara asal mereka, tetapi mereka 

tetap harus mematuhi hukum negara tempat mereka tinggal. Ketika 

seorang warga negara berada di wilayah yang dikuasai oleh negara lain, 

negara asal mereka sulit untuk melindungi mereka. Karena kedaulatan 

negara lain tidak dapat dilanggar, bahkan jika tujuannya adalah untuk 

melindungi warganya sendiri, negara asal tentu saja tidak memiliki 

kebebasan penuh dalam menangani warganya.12 

Meskipun didukung oleh kerangka hukum yang kuat di tingkat 

nasional dan internasional, peran diplomatik Indonesia dalam 

melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam proses 

hukum pidana di luar negeri secara empiris masih responsif dan dikelola 

dengan buruk. Jumlah kasus telah meningkat selama tiga tahun terakhir, 

menurut data dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu): Sekitar 150 warga 

                                                
 11 Ahdan Ramdani, “Pasal 5 KUHP Baru: Asas Perlindungan dan Nasional 

Pasif,” Lawyer Ahdan Ramdani, diakses pada 11 Oktober 2025 
 12 L. Oppenheim. (1967). International Law, a Treatise, Peace London: 

Longmans, volume I hlm. 686. 
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negara Indonesia (WNI) berisiko menghadapi hukuman mati atau 

penahanan jangka panjang pada tahun 2021 akibat kejahatan lintas 

batas, sebagian besar terkait dengan narkotika di Malaysia dan wilayah 

lain di Asia Tenggara; jumlah ini meningkat menjadi 160 kasus pada 

tahun 2022, dengan fokus pada pembunuhan dan korupsi; pada tahun 

2023, jumlahnya masih tinggi mencapai 157 kasus, di mana 111 kasus 

melibatkan narkoba dan 46 kasus melibatkan pembunuhan, dengan 

Malaysia (147 warga Indonesia), Arab Saudi (2 warga Indonesia), dan 

negara-negara lain. Operasi penyelamatan hanya berhasil dalam 15 

hingga 19 kasus per tahun, menunjukkan adanya hambatan termasuk 

keterlambatan pemberitahuan dan akses terbatas terhadap bantuan 

hukum, yang melanggar Pasal 36 Konvensi Wina 1963.13 

Studi kasus empiris memperjelas batasan-batasan ini, kasus Tuti 

Tursilawati pada periode 2010–2018, di mana seorang pekerja migran 

Indonesia dieksekusi mati di Arab Saudi atas tuduhan pembunuhan, 

merupakan contoh yang menonjol. Karena kedaulatan yudisial mutlak 

negara tersebut, Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh hanya dapat 

menghentikan eksekusi melalui Perjanjian Kerja Sama Bilateral pada 

tahun 2017. Hal ini pada akhirnya menyebabkan pelanggaran hak atas 

                                                
 13 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu), Laporan 

Tahunan Perlindungan Warga Negara Indonesia 2021-2023: Fokus Kasus Pidana 
Transnasional dan Hukuman Mati (Jakarta: Kemlu, 2023) 
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persidangan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kovenan 

Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.14  

Kedua, Djoko Tjandra diekstradisi pada tahun 2020–2021 terkait 

kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank (BLBI) di Amerika Serikat. 

Kedutaan Besar Indonesia di Washington hanya dapat memantau 

kegiatan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Ekstradisi 2000 selama 

periode tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan masa penahanan 

yang panjang akibat koordinasi yang lambat dengan Kantor Jaksa 

Agung.15  

Ketiga, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuala Lumpur 

hanya mampu mendeportasi sekitar 40% dari ratusan warga negara 

Indonesia yang terlibat dalam kasus narkoba di Malaysia pada tahun 

2022. Tantangan utama yang dihadapi adalah kekurangan dana dan 

ketidakseimbangan dalam sistem hukum lokal, yang pada akhirnya 

mengakibatkan pelanggaran terhadap hak untuk bebas dari penyiksaan, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Konvensi Menentang Penyiksaan.16 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah 

yang dapat dirumuskan yaitu: 

                                                
 14 Dewi Nurvianti dan Fathurrahman. (2020). “Perlindungan melalui 

Notifikasi Konsuler bagi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi (Kasus Eksekusi Mati 
Tanpa Pemberitahuan). Mimbar Hukum, 32(3). hlm. 423. 

 15 Fikhri Sultan Maulana Fadjar Daulat dan Ida Kurnia. (2021)  “Analisis 
Yuridis Perjanjian Ekstradisi Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah 
Diraja Malaysia (Studi Kasus: Djoko Soegiarto Tjandra). Jurnal Hukum Adigama. 4(1), hlm. 
431. 
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1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara 

yang melakukan tindak pidana di luar negeri dalam perspektif 

hukum diplomatik? 

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara 

yang melakukan tindak pidana di luar negeri dalam perspektif 

hukum konsuler?  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum 

terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar 

negeri berdasarkan hukum diplomatik. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi diplomatik Indonesia 

dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara 

syang melakukan tindak pidana di luar negeri. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:  

1. Kegunaan teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat mengajarkan 

pembaca tentang perlindungan bagi warga negara Indonesia yang 

melakukan tindak pidana di luar negeri. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan 

yang dapat dipelajari di bangku perkuliahan, khususnya dalam 

bidang hukum internasional. 

2. Kegunaan Praktis: Penelitian ini akan membantu fungsi diplomatik 

1

1

1
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Indonesia menjadi lebih efektif dalam melindungi warga negaranya 

yang menghadapi masalah hukum di luar negeri. Selain itu, 

penelitian ini akan memberi tahu publik tentang pentingnya 

kepatuhan hukum di negara asing dan peran penting diplomat 

dalam membantu hukum. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah 

untuk mengoptimalkan upaya negara untuk melindungi hak-hak 

dasar WNI di mana pun mereka berada. 

  

1

38
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